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MOTTO

“The Supreme court is not court of justice, it is a court of law”
(Misi lembaga peradilan bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu
| sendiri, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan)

(Oliver Wendell Holmes)

“Berikan aku Hakim yang baik, Jaksa yang baik dan Polisi yang baik maka aku
‘ akan berantas kejahatan walau tanpa undang-undang secarikpun”

(B.M.Taverne)
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Allah akar meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Al-Mujadilah : 11)
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ABSTRAK

Kurniawan, Sendy. 231108004. Penggunaan Yurisprudensi Sebagai Dasar
Pertimbangan Hukum Dalam Penyusunan Putusan Perkara Permohonan
Perceraian Di  Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor
085/Pdt.G/2013/PA.Kjn). Pembimbing I: Dr. Akhmad Jalaludin, M.A,
Pembimbing II: Dr. Hj. Siti Qomariyah, S.H, M.H

Kata Kunci : Putusan, Hakim, yurisprudensi

Yurisprudensi menjadi sumber hukum manakala mempunyai kekuatan
hukum tetap. Dalam artian yurisprudensi ini telah mencipta hukum, tanpa melihat
apakah putusan pengadilan itu diikuti atau tidak oleh hakim selanjutnya dalam
perkara yang sama. Yurisprudensi yang diikuti oleh hakim setelahnya dalam suatu
perkara yang sama disebut sebagai yurisprudensi tetap.

.Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana
ketepatan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menggunakan yurisprudensi
Mahkamah  Agung atas kasus perceraian pada Putusan Nomor
085/Pdt.G/2013/PA.Kjn?

Bagaimana hubungan fakta hukum antara yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 038/K/AG/1990 dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Nomor

- 085/Pdt.G/2013/PA Kjn ?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan
vendekatan kualitatif. Apabila dilihat dari karakteristiknya maka penelitian ini
merupakan studi hukum dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif

digunakan karena penelitian ini berkaitan dengan yurisprudensi sebagai sumber

hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan putusan,

Dari penelitian ini diperoleh sebuah kesimpulan bahwa penelitian memiliki
hubungan fakta hukum bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah bahwa
suatu rumah tangga telah retak sesuai dengan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun
1975 dan nyata sudah terbukti di persidangan maka Apa yang diputuskan oleh

‘hakim Pengadilan Agama Kajen dalam perkara nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn
\sudah tepat karena sesuai dengan peraturan yang ada dan menguatkan dasar
pertimbangan hukumnya dengan menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung
yang sesuai dan terkait dengan permasalahan yang dihadapi.
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A

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil
disamping sumber hukum foﬁnil yang lain, Sumber hukum adalah segala
sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum atau asal mulanya
hukum. Yurisprudensi memiliki peranan penting dalam hukum acara di
Indonesia di samping sebagai sumber hukum, yurisprudensi juga memiliki
peran dalam menciptakan standar hukum, mewujudkan landasan hukum
yang sama dan keseragaman pandangan hukum serta menegakkan
kepastian hukum.'

Peradilan Agama sebagai bagian dari penyelenggara kekuasaan
kehakiman mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanvya,
baik perkara voluntair ataupun contentius. Dari perkara volﬁnzair
(Permohonan) dihasilkan sebuah Penetapan, sementara dalam perkara
contentius menghasilkan sebuah Putusan. Putusan dan Penetapan inilah
yang disebut dengan produk Pengadilan. Disamping Putusan dan
Penetapan, produk lain dari Pengadilan adalah Akta Perdamaian yaitu

Akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi hasil musyawarah antara para

' M. Fauzan, Kadah Penemuan Hukum Yurisprudensi (Bidang Hukum Perdata), ( Jakana :

Prenada Media, 2014) h.57




pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku
sebagai putusan.’

Putusan dan Penetapan dikeluarkan setelah melalui rangkaian
persidangan di Pengadilan. Pengambilan putusan oleh hakim mengandung
tujuan sebagai solusi autoritif, mengandung efesiensi, sesuai dengan tujuan
undang-undang, memiliki aspek stabilitas dan harus ada fairness atau
kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.’ Putusan, hakim juga
mempertimbangkan banyak hal guna terciptanya putusan yang adil,
bijaksana juga tetap dengan mengindahkan segala peratutan perundang-
undangan yang ada. Ketika dalam proses penyusunan putusan, hakim tidak
menemukan hukum yang sesuai dengan permasalahannya seringkali
hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hukum
dalam penyusunan putusan tersebut.

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sering digunakan
oleh hakim di peradilan tingkat pertama dalam menangani perkara
perceraian, diantaranya :

. Putusan Mahkamah Agung nomor 04 K/AG/1979 menyebutkan
bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jjo.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian yang dilakukan

oleh suami (thalak) harus dilakukan di Pengadilan Agama /

"Mahkamah Syari'ah" setempat.

* Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2005) h. 216

? Artidjo Alkostar, Hak Asasi Manusia dalam Pertimbangan Putusan Hakim Makalah dalam
Pelatthan HAM untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, Bandung 30 Juni — 3 Juli 2010 halaman 3




2,

)

Putusan Mahkamah Agung nomor : 266K/AG/1993 yang
memunculkan kaidah hukum isi pasal 19 huruf F Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila Jjudex facti
berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa
mempersoalkan siapa yang salah.

Putusan Mahkamah Agung nomor 38 K/AG/1990 yang terkenal
dengan Kaidah Hukumnya bahwa jika Pengadilan telah yakin bahwa
perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah
pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
No.9 Tahun 1975.

Ne bis in idem. Putusan Nomor : 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei
2002. Dalamn putusan ini terdapat kaidah hukum : meski kedudukan
subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang diputus
terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan
dinyatakan ne bis in idem.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/AG/ 1996, tanggal 8 Januari
1998, Dalam putusan ini pada intinya Mahkamah Agung berpendapat,
bahwa perkara yang Tergugatnya gila pemeriksaannya tetap
dilanjutkan dengan diwakili oleh orang tua atau walimya,
pengampunya dengan tanpa menunggu adanya penetapan curator dari
Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/AG/1997, tanggal 27 Ruli

1998. Dalam putusan ini pada pokoknya Mahkamah Agmg




berpendapat, bahwa gugatan penggugat abscuur libel, karena identitas
objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan
setempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan
gugatan,

7. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 11 K /AG/ 2001 tanggal 29 Mei
2003, Pada putusan ini intinya Mahkamah Agung antara lain
berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas penghentian pemotongan
gaji Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena
penghentian pemotongan gaji tersebut dilakukan oleh Atasan yang
berwenang yang merupakan pejabat tata usaha Negara. Oleh karena
itu mestinya tuntutan penggugat diajukan kepada Peradilan Tatansaha
Ng:gara.4

Yurisprudensi terbentuk atas dasar putusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat menjadi rujukan hukum
dalam menyelesaikan kasus hukum sejenis. Asas dan prinsip hukum pada
kasus yang diselesaikan dapat menjadi dasar hukum bagi hakim untuk
menyelesaikan perkara yang dihadapi secara proaktif. Dengan demikif:m,
dinamika peran hakim dalam membentuk hukum dari waktu ke waktu
terus berkembang mengikuti perkembangan dinamika kebutuhan

masyarakat.” Karena dalam peraturan perundang-undangan dibidang

kekuasaan kehakiman justru mewajibakan hakim untuk menemukan

* Ahmad Kamil, M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta : Kencana,

2008) h. 69
7 Jimly Asshiddigie, Pembentukan dan Pembuatan Hukum (Jakarta : Yayasan Al Hikmah,

2002) h. 22




W

hukum yang tepat dalam menetapkan suatu putusan, dengan cara menggali
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam
masyarakat bisa dapat berupa nilai-nilai hukum agama atau nilai-nilai adat
yang dihayati dan ditaati dalam dalam kehidupan budaya masyarakat.
Agar dapat menggali nilai hukum yang hidup terutama di masyarakat
Islam memerlukan keterlibatan sejumlah ahli yang akan merumuskan
kaidah-kaidah dan konsepsi-konsepsi hukum Islam secara lebih detail dan
operasional, sebab sasaran utama dari positivisasi hukum Islam adalah
menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum sekaligus hukum yang
diberlakukan.®

Positivisasi hukum Islam berupa transformasi nilai abstrak hukum
Islam melalui Yurisprudensi dapat dilihat dalam putusan inankamah
Agung nomor 3713/K/Pdt/1994, nilai hukum yang dipositifkan melalui
yurisprudensi tersebut adalah kaidah ishlah (perdamaian) dalam kerangka
konsep ma’ruf.

Dari hasil penelitian Abdul Manan, ada beberapa yurisprudensi
yang telah mempositifkan hukum Islam dalam hukum nasional,
diantaranya :’

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 196/K/AG/1994 tanggal 15
Nopember 1995 yang pada pokoknya menyatakan Jaksa bukan

merupakan pejabat yang berwenang mengajukan tuntutan pembatalan

8 Yusdani, Transfigurasi Hukum Islamn dalam sistem hukum nasional (Yogyakarta : Jurnal
Unista, 2003) h. 144

’ Samsul Bahri, Membumukan Syariat Islam : Strategi Positivisasi Hukum Islam melalui
Yurisprudensi Mahkamah Agung, (Semarang : Pustaka Rizki Putera, 2007) h. 76




perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, karena perkawinan telah
sah menurut agama [slam.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 131/K/AG/1992 tanggal 28
Desember 1992 mengenai harta wakaf dapat ditukar atau dijaulbelikan
dalam keadaan memaksa karena benda wakaf tidak sesuai lagi dengan
tujuannya, sebagaimana pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dan Ibn
Taimiyah.

¢. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277/K/Pid/2000 tanggal 18 Juli
2003 menghukum pihak yang ingkar janji dengan sumpah uang.
Putusan ini telah mempositifkan ketentuan kafarat (denda) bagi orang
yang melanggar sumpah dalam hukum Islam sebagaimana diisyaratkan
dalam Al Qur’an surat Al Maidah ayat 89 :

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 tanggal 16 Juli
1995 mengenai anak perempuan yang menutup hak waris saudara
pewaris berdasarkan kaidah hukum figh sebagaimana dirumuskan oleh
Ibnu Abbas.

e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 tanggal 16 Juli
mengenai ahli waris non muslim dengan mengangkat kaidah hukum
Islam yaitu wasiat wajibah dalam sebagai hukum yang hidup dalam
masyarakat muslim terutama di Mesir.

Beberapa putusan diatas menunjukan yurisprudensi menjadi upaya

yang cukup efektif untuk memposittkan hukum Islam baik secara




langsung dengan mengambil nilai hukum dalam Al Qur’an ataupun
melalui hukum antara dalam kaidah hukum yang dirumuskan dalam figh.

Dalam penelitian ini penulis menjadikan putusan Pengadilan
Agama Kajen sebagai obyek penelitian dengan fokus kajian untuk
mengetahui  bagaimana hakim di Pengadilan Agama tersebut
menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hukum dalam
penyusunan putusan perkara perceraian nomor 0085/Pdt.G/2013/PA Kjn
tentang permohonan cerai talak.

Dalam  putusan tersebut, majelis  hakim  menggunakan
Yurisprudensi Mahkamah Agung perkara nomor 38/K/AG/1990 sebagai
dasar pertimbangan hukum dalam putusan yang dikeluarkan olehnya.
Yurisprudensi tersebut digunakan terhadap perkara permohonan cerai
talak yang diajukan oleh pemohon oleh karena pertengkaran den
perselisihan yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga antara
pemohon dengan termohon.

Bahwa oleh sebab permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon
telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa rumah tangga
pemohon dan termohon sudah pecah sehingga tidak bisa memenuhi
maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu
tidak perlu dipersoalkan dan tidak perlu lagi dibuktikan siapa yang salah
dan siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, hal ini

sebagaimana dikehendaki Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik




Indonesia Register Nomor 38/AK/AG/1990 yang pada pokoknya adalah
"Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah maka
berarti kedua belah pihak (suami dan isteri) telah pecah pula sehingga
ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah” ®

Pembahasan mengenai yurisprudensi merupakan kajian yang
menarik dalam dunia hukum. Dalam skripsi penulis mencoba mengkaji
bagaimana hakim Pengadilan Agama Kajen menempatkan dan
menggunakan  yurisprudensi sebagai sumber hukum atau dasar
pertimbangan hukum dalam penyusunan putusan. Yurisprudensi menjadi
solusi manakala kebutuhan akan kepastian hukum yang bersifat dinamis
sementara perateran perundangan tidak cukup meng-cover semua
kebutuhan tersebut, yurisprudensi juga dapat dijadikan sebagai pedoman
dalam penerapan hukum. Disamping itu penggunaan yurisprudensi
bertujuan agar para Hakim termotivasi untuk berkarya dengan menggali
nilai-nilai yang hidup di masyarakat, yang pada gilirannya putusan
tersebut bernilai law standard dan dapat menjadi pedoman dalam
penyelesaian kasus serupa, mengingat permasalahan hukum dalam

masyarakat yang semakin luas (dinamis), sementara peraturan perundang-

* Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebstkan
bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai smami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah langga yang bahagia dan kekal berdasmkan
Ketuhan Yang Maha Esa. Sementara dalam Pasal 19 huruf f disebutkan Perceraian dapat tegadi
alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan rukun lagi dalam rumah tangga sehingga apabila itu terjadi tujuan sebagaimana
disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan tidak bisa tercapai. Lihat Undang-unéang
Perkawinan Nomor | Tahun 1974, (Surabaya : Rona Publishing, 2013) h.8 dan 48.




undangan sendiri cenderung statis sehingga yurisprudensi mejadi solusi
untuk mengisi kekosongan hukum.

Yurisprudensi menjadi sumber hukum manakala mempunyai
kekuatan hukum tetap. Dalam artian yurisprudensi ini telah mencipta
hukum, tanpa melihat apakah putusan pengadilan itu diikuti atau tidak
oleh hakim selanjutnya dalam perkara yang sama. Yurisprudensi yang
diikuti oleh hakim setelahnya dalam suatu perkara yang sama disebut
sebagai yurisprudensi tetap.”

Dari gambaran diatas, Skripsi ini penulis susun dengan judul :
PENGGUNAAN YURISPRUDENSI SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENYUSUNAN PUTUSAN
PERKARA PERMOHONAN PERCERAIAN DI PENGADILAN

AGAMA KAJEN (Studi Perkara Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn).

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana ketepatan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam
menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung atas perkara
perceraian pada Putusan Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn?
2. Bagaimana hubungan fakta hukum antara yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 038/K/AG/1990 dengan Putusan Hakim Pengadilan

Agama Kajen Nomor 08 5/Pdt.G/2013/PA Kjn ?

* CS.T Kansil. Pengantar Imu Hukum dan Tata Hikum Indonesia. (Jakarta : Balai
Pustaka, 1989) h. 116
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Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

a.

Untuk mengetahui, Bagaimana ketepatan Hakim Pengadilan
Agama Kajen dalam menggunakan yurisprudensi Mahkamah
Agung atas perkara perceraian pada Putusan Nomor
085/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

Untuk mengetahui, Bagaimana hubungan fakta hukum antara
yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 038/K/AG/1990 dengan
Putusan  Hakim  Pengadilan Agama  Kajen  Nomor

085/Pdt.G/2013/PA.Kjn

Manfaat Penelitian

Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran sebagai wujud kontribusi
positif dan dedikasi yang penulis berikan terhadap perkembangan
Ilmu hukum perdata pada umumnya, khususnya dalam perkara
perceraian, berikut hukum acaranya di lingkungan peradilan
agama, terutama berkaitan dengan penggunaan yurisprudensi.
Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini Penulis berharap, penelitian dapat
dimanfaatkan untuk memberikan sumbangan informasi dan
menjadi masukan bagi akademisi dan masyarakat umum

mengenal penggunaan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan
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hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara, utamanya perkara

perdata di Pengadilan Agama.

D. Telaah Pustaka
Muhtadi Musthofa, Pemberdayaan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum
Islam, 2004"°

Skripsi membahas mengenai upaya pemberdayaan yurisprudensi
sebagai sumber hukum Islam dan usaha untuk mengoptimalisasi kinerja
hakim agama sebagai penemu yurisprudensi.

Upaya itu dapat dilaksanakan manakala hakim bisa memahami
kebutuhan akan hukum bagi masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan
berkualitas dan aktual serta memberi solusi bagi persoalan hukuin yang
dihadapi. Hal ini penting dilakukan sebagai sebuah implikasi dari upaya
pemberdayaan yurisprudensi dan optimalisasi kinerja hakim.

Ediyanto, Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Ditinfau Dari Hukum
Islam Dan Hukum Positif, 2011"!

Skripsi ini membahas mengenai kebanyakan hakim di Indonesia yang
tidak berani melandaskan putusannya pada selain perundang- undangan.
Mereka seolah- olah menganggap bahwa menyimpangi peraturan perundang-
undangan atau minimal menafsirkan peraturan perundang- undangan adalah

sebuah dosa. Hal ini tidak bisa lepas dari sistem hukum yang dianut oleh

' Muhtadi Musthofa, Pemberdayaan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Islam,
(Yogyakarta : Skripsi  UIN  Yogyakarta, 2004). Diambil dari  website
www.digilib.uinsuka.aic.id tanggal 23 Desember 2014

' Ediyanto, Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam Dan
Hukum Positif, (Pamekasan : Skripsi STAIN Pamekasan, 2011) diambil dari website STAIN
Pamekasan www.perpus.stainpamekasan.ac.id tanagal 30 Desember 2014
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negara Indonesia, yakni statute law system. Dalam skripsi ini juga dikaji
mengenai yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam tinjauan Hukum Islam
dan Hukum Positif.
Zidna Ilma, Yurisprudensi Mahkaman Agung dalam kaitannya dengan
Kepastian Hukum, 2007

Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum Yurisprudensi
Mahkamah Agung. Mahkamah agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi
merupakan pengadilan agama kasasi yang bertugas membina keseragaman
dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali serta
menjaga agar setiap undang-undang diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Meski  demikian kenyataannya  justru sebaliknya, banyak
yurisprudensi yang dikeluarkan Mahkamah Agung saling bertolak belakang,
semisal perihal saksi mahkota. Untuk menjelaskan permasalahan diatas,
dalam skripsi ini dijabarkan mengenal  kekuatan hukum Yurisprudensi
Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan MA sebagai Judex Juris dan
Kepastian Hukum délam kaitannya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dilihat dari obyek pembahasannya, ada persamaan antara ketiga
skripsi diatas dengan skripsi yang penulis kaji yaitu sama-sama membahas
tentang yurisprudensi. Namun secara spesifik, perbedaannya adalah fokus
penelitiannya dimana penulis membahas mengenai bagaimana penggunaan
yur_isprudensi sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam

penyusunan putusan sedangkan skripsi yang penulis jadikan sebagai telaah

12

Zidna Ilma, Yurisprudensi Mahkaman Agung dalam kaitannya dengan Kepastian

Hukum, (Surabaya Skripsi  Universitas Airlangga, 2002) diambil dari website:
www.alumni.unair.ac.id tanggal 24 November 2014
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pustaka membahas mengenai usaha memberdayakan Yurisprudensi sebagai
sumber hukum Islam dan kepastian hukum Yurisprudensi ditinjau dari hukum
Islam dan positif.

Kerangka Teori

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara,
pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusénnya.
Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan
dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri
hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi,
doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis'>.

}Jndang—Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang
Kekuasaan Kehakiman menentukaﬁ “bahwa Pengadilan dilarang menolak
untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan
dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya”, Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa

hakim sebagai organ utamé pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya
dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang
jelas. Dalam Pasal 5 ayat (1) Jjuga menjelaskan bahwa “Hakim dan Hakim
Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakar”,'

'* Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Imu Hukwm (Bandung : Alumni, 2000)
" Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Halim Dalam Praktek Hukum Acara di Peraflan

Agama, makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010 di Balikpapan,
Kalimantan Timur
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Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada
dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan
dalam perkara konkrit. Sehingga untuk menemukan hukumnya harus
berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian
tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta
menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.

Dalam praktek pengadilan, ada 3 (tiga) istilah yang biasa
digunakan Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau
menciptakan hukum dan penerapan hukum. Di antara ketiga istilah ini,
istilah penemuan hukum paling sering dipergunakan oleh Hakim.
Sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh
lembaga pembentuk undang-undang (DPR). Dalam perkembangan lebih
lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling bercampur baur, tetapi ketiga
istilah itu berujung kepada pemaﬁaman bahwa aturan hukum yang ada

dalam undang-undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu
penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim
dalam memutus suatu perkara.

Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan
bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti
hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa

keadilan, tetapi tetap berpedg)man pada formal undang-undang yang sudah
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memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Ini berarti
bahwa apa yang secara formal benar bisa saja disalahkan secara materiil
dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang
secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan
substansinya sudah cukup adil."
Sedangkan pengertian Yurisprudensi yang dimana teiah disebutkan
di alenia pertama merupakan salah satu pranata hukum yang digunakan
Hakim sebagai proses penemuan hukum (sumber hukum), hendaknya
selalu mempertimbangan norma moral terutama karena prinsip moral
berperan sebagai uji kritis terhadap hukum positif. '®
Beberapa alasan seorang Hakim mempergunakan putusan hakim
yang lain (yurisprudensi) yaitu: '’
a. Pertimbangan Psikologis
Hal ini biasanya terutama pada keputusan oleh Pengadilan Tinggi
Agama dan Mahkamah Agung. Maka umumnya dalam hal untuk
kasus-kasus yang sama hakim di bawéhnya secara psikologis segan
jika tidak mengikuti keputusan hakim di atasnya tersebut.
b. Pertimbangan Praktis
Pertimbangan praktis ini biasanya didasarkan karena dalam suatu

kasus yang sudah pemnah dijatuhkan putusan oleh hakim terdahulu

PBahrul IImi Yakup, Keadilan Substantif dan Problematika Penegakannya, lengkapnya
lihat di situshttp://www.situshukum.com

"Arif Indra Setyadi, Yurisprudensi Hakim Sebagai Salah Satu Upaya Mencari Keadilan
Dalam Penegakan Hukum, bisa akses di http://notariatundip2011.blogspot.com/2012

"llman Hasjim, Hakim Pengadilan Andoolo, Wilayah PTA Kendari. Bisa diakses melalui
www.mari.coid
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apalagi sudah diperkuat atau dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi
Agama atau Mahkamah Agung. Maka akan lebih praktis apabila hakim
berikutnya memberikan putusan yang sama pula. Di samping itu,
apabila keputusan hakim yang tingkatannya lebih rendah memberi
keputusan yang menyimpang atau berbeda dari keputusan yang lebih
tinggi untuk kasus yang sama, maka keputusan tersebut biasanya tentu
tidak dibenarkan/dikalahkan pada waktu putusan itu dimintakan
banding atau kasasi.
Pendapat Yang sama

Pendapat yang sama biasanya terjadi karena hakim yang
bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim lain yang terlebih
dahuiu untuk kasus yang serupa atau sama. Kebebasan hakim sebagai -
suatu asas yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran
implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan
berbagai macam interpretasi. Maka salah satu tugas filsafat adalah
mempertanyakan kembali pengertian kebebasan ﬁersonal hakim. Kalau
demikian, maka cara berfikir bebas hakim adalah cara berfikir bebas
yang dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah koridor idiologi
yang diimplimentasikan pada kasus-kasus konkrit. Sehingga hukum
yang dipikirkan adalah hukum yang memiliki nilai religius
transendental, kemanusian, persatuan, dan keadilan sosial.

Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap perkara yang

sedang dihadapi, tidak sekedar sebagai te;"ompet undang-undang saja.
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Hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan
memperhatikan  kesadaran hukum dan perasaan hukum serta
kenyataan-kenyataan yang sedang hidup di dalam masyarakat, ketika
putusan itu dijatuhkan. Upaya mencari hukum yang tepat dalam rangka
penyelesaian suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, Hakim yang
bersangkutan dapat melakukan penemuan hukum. Pranata hukum
yurisprudensi sebagai salah satu pranata yang dapat dipergunakan
hakim dalam upaya untuk menegakan keadilan.
Hadimya yurisprudensi dalam proses pengambilan keputusan oleh
} Hakim di lingkungan Peradilan Agama, dilakukan ketika Hakim
dihadapkan pada kasus hukum dan memahami bahwa hukum yang ada
tidak mewadahi untuk memecahkan persoalan. Hakim dituntut untuk
memiliki - keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan

ketentuan normatif undang-undang. Pada akhirnya, keadilan substanstif

dapat diwujudkan melalui putusan hakim.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field
research) dengan pendekatan kualitatif. Apabila dilihat dari
karakteristiknya maka penelitian ini merupakan studi hukum dengan

pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan karena




penelitian ini berkaitan dengan yurisprudensi sebagai sumber hukum

dan dasar pertimbangan dalam penyusunan putusan.

Penelitian ini disusun dengan metode analisis content analysis

atau analisis isi dan analisis wacana yaitu menganalisis Putusan-

putusan hakim Penagdilan Agama Kajen yang didalamnya memuat

Yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penyusunan

Putusan khususnya praktek di Pengadilan Agama Kajen.

Sumber Data

a.

Data Primer

Data primer penelitian ini adalah Pu_tusan Hakim Pengadilan
Agama Kajen Nomor 085/Pdt.G/2013/PAKjn  yang
menggunakan- yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
038/K/AG/1990 sebagai dasar pertimbangan hukum, dengan
demikian dapat terlihat bagaimana cara penerapan yurisprudensi
tersebut sampai pada putusan final.

Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah
buku-buku, dokumen-dokumen, artikel dari media cetak atau
elektronik, dan bahan-bahan pustaka pendukung lain yang
terkait dengan pembahasan termasuk wawancara dengan magelis

hakim yang menangani perkara nomor

0085/Pdt.G./2013/PA Kjn.




3.  Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan,
peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yang terdiri
dari :
a. Wawancara
Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk
mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara
peneliti dengan subjek penelitian.'®
Sebagai informan dalam penelitian ini adalah Para Hakim dan
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kajen, yaitu :
1) Ketua Pengadilan Agama Kajen, Drs. H. Taufik, SH, MH.
2) Majelis Hakim - yang menangani perkara nomor
0085/Pdt.G/2013/PA.Kjn, yang terdri dari :
a. Drs. Nasirudin, M.H sebagai Ketua Majelis.
b. Drs. H. Abdul Manan DAN Hj. Awaliatun Nikmabh,
S.Ag, M.H sebagai Hakim Anggota.
3) Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kajen, M.
Munjid Sudinoto, S.Ag.
b. Studi Pustaka
Studi pustaka diambil sebagai bahan rujukan dalam penyusunan
dan pengembangan materi skripsi ini. Beberapa litgratur yang

penulis gunakan diantaranya diambil dari buku-buku seperti

""Mudjia Raharjo, Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, diambil dari website
http://mudjirahardjo.uin-malang.ac.id tanggal 21 Mei 2012,
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buku Kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi karya Ahmad Kamil
dan M. Fauzan, Membumikan Syari’at Islam (Strategi
Positivisasi Hukum Islam melalui Yurisprudensi Mahkamah
Agung) karya Samsul Bahri. Selain buku, artikel-artikel yang
t;srmuat di internet juga penulis gunakan diantaranya artikel-
artikel hukum yang termuat di situs resmi mahkamah Agung

Republik Indonesia www.mari.co.id. Serta kitab-kitab terkait

seperti kitab Al Anwar, Kitab Ahkwalus Syaksiyah dan kitab
Bughyatul Marom.
Dokumentasi
Selain wawancara dan studi pustaka, informasi lain diperoleh
dari fakta tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip
foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya guna-
menggali informasi yang terkait dengan pembahasan.
Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang
berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan
data yang dibantu dengan teori-teori vang telah didapatkan
sebelemunya.'”

Dimulai dari wawancara, mengedit, mengklasifikasi,

mereduksi dan menyimpulkan data.Dalam penelitian ini penulis

" Mukti Fajar dkk, Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2010) Halaman 183




21

menggunakan model analisis interaktif. Dengan sistem sebagai
berikut :

a. Reduksi Data

Dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kajen, data
yang diperoleh dituangkan dalam uraian laporan yang
lengkap dan terinci. Data dan laporan tersebut kemudian
direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal
yang pokok dengan focus pada pembahasan yang urgen.
Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses
penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data
dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak
\ diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam
penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan
sementara.
b. Penyajian Data
Penyajian data (display data) dimasudkan agar lebih
mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran
secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data
penelitian.
Hal ini merupakan bentuk pengorganisasian atau
pengelompokan data untuk kemudian dipilah dan
dimasukan sesuai denga_n tempatnya apakah sebagai

tinjauan umum yang merupakan produk pustaka atau
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kerangka konseptual yang diperoleh dari lapangan
penelitian,
¢. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan bagian
akhir  dari  penelitian yang  dilakukan  dengan
mengkombinasikan antara data yvang diperoleh dari
sumber pustaka dengan data lapangan dari hasil penelitian
langsung. Dari bagian ini akan terlihat bagian utuh
mengenai  Penerapan  Yurisprudensi sebagai Dasar

Pertimbangan Hukum dalam Penyusunan Putusan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini dibagi menjadi lima

bab dengan teknik penulisan mengacu pada buku pedoman penulisan

skripsi dan tugas akhir (program sarjana strata satu dan diploma tiga)

STAIN Pekalongan. Adapun sisternatika penulisan sebagai berikut :

Bab I:

Pendahuluan, terdiri darj :

1.

2,

Latar Belakang Masalah
Rumusan Masalah

Tujuan dan Fungsi Penelitian
Telaah Pustaka

Kerangka Teori
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6.  Metode Penelitian

7. Sistematika Penulisan

Bab II :

Yurisprudensi sebagai sumber hukum dan usaha positivisasi hukum

Islam melalui Yuriprudensi

1. Pengertian dan Kedudukan Yurisprudensi sebagai sumber
hukum.

2. Positivisasi Hukum Islam melalui Yurisprudensi

3. Penemuan Hukum oleh hakim

Bab 11I :

Profil Pengadilan Agama Kajen dan Deskripsi Putusan Hakim Nomor

0085/Pdt.G/2013/PA Kjn

1. Profil Pengadilan Agama Kajen

2. Deskripsi Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen nomor
0085/pdt.G/2013/PA.Kjn

Bab IV :

Hubungan fakta dan pertimbangan hukum antara Yurisprudensi

Mahkamah Agung nomor 038/K/AG/1990 dengan Putusan Hakim

Pengadilan Agama Kajen Nomor 0085/Pdt./2013/PA Kjn

1. Dasar Pertimbangan Hukum Penggunaan  Yurisprudensi
Mahkamah Agung Nomor 038/K/AG/1990 Dalam Putasan
Hakim Pengadilan Agama Kajen Nomor

0085/Pdt.G/2013/PA.Kjn.
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2. Hubungan fakta hukum antara yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 038/K/AG/1990 dengan Putusan Hakim Pengadilan
Agama Kajen Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn

Bab V :

Penutup, terdiri dari :

1. Kesimpulan

2. Saran




BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap penggunaan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 038/AG/K/1990 pada putusan
Pengadilan Agama Kajen Nomor 0085/Pdt.G2013/PA.Kjn, maka dapat

penulis simpulkan sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim dalam menangani perkara ini telah memenuhi
hukum acara yang berlaku. Diawali dengan penentuan hari sidang,
pemanggilan para pihak oleh jurusita Pengadilan Agama Kajen dan
proses persidangan yang sesuai dengan sistematika persidangan pada
umumnya yaitu mediasi, pembacaan surat permohonan Pemohon,
jawaban termohon, replik, duplik, pembuktian, musyawarah majelis dan
putusan. Dari proses persidangan, Termohon pada intinya tidak keberatan
dehgan permohon cerai oleh Pemohon dengan Termohon mengajukan
syarat sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonpensi Termohon.
Berdasarkan keterangan para saksi dan pengajuan syarat tersebut oleh
Termohon bisa disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah retak hal ini dibuktikan dengan antara Pemohon dengan
Termohon sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 8 bulan. Sehingga
kemudian majelis hakim mengambil Yurisprudensi MARI : Reg Nomor

38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 sebagai pertimbangan hukumnya

77




78

dalam menjatuhkan putusan yakni dengan mengabulkan permohon
Pemohon untukbercerai denganTermohon.

Antara yurisprudesi Mahkamah Agung Nomor 038/AG/K/1990 dengan
Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen nomor
0085/Pdt.G/2013/PA.Kjn memiliki hubungan fakta hukum bahwa yang
menjadi inti permasalahan adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan‘
Termohon telah retak (sesuai dengan pasal 19 huruf £ PP Nomor 9 Tahun
1975 sebagaimana alasan Pemohon yang tercantum dalam permohonan
Pemohon) dan nyata sudah terbukti di persidangan baik dari keterangan
para pihak maupun saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, maka
Pengadilan Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan
‘Termohon sudah pecah, sehingga tidak bisa memenuhi maksud pasal 1
UU Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu tidak. perlu lagi dipersoalkan
dan tidak perlu lagi dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang menjadi
penyebab pecahnya rumah tangga hal ini senada dengan apa yang
disebutkan dalam Yurisprudensi MARI : Reg Nomor 38 K/AG/1990
tanggal 5 Oktober 1991 yang isinya menyatakan, bahwa Mahkamah
Agung berpendapat kalau judex fakti berpendapat alasan perceraian
menurut pasal 19 huruf f PP nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka
hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa
mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga.
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Hasil Rangkuman Wawancara -
Hari, Tanggal : Kamis-Jum’at, 29 —30 Mei 2014
Narasumber :

1. Drs. Nasirudin, M.H (Hakim Ketua)
2. Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag, M.H (Hakim Anggota)
‘2. M. Munjid Sudinoto, S.Ag (Panitera Muda Hukum)

Perkara nomor 0085/Pdt.G/2013.PA.Kjn ini jenis perkara apa’

Inj perkara permohonan Cerai Talak, cerai talak itu mudahnya adalah perceraian
yang diajukan oleh pihak suami, tentunya dengan dalil atau alasan-alasan tertentu.
Séperti misalkan dalam perkara ini si Suami / Pemohon mengajukan permohonan

c;f:frai karena menurutnya si Istri/Termohon kurang perhatian dengan Pemohon.
(V1. Munjid Sudinoto)

Ketika perkara sudah diajukan atau didaftarkan di Pengadilan, terus kelanjutannya
|
bagaimana?

Jadi prosedur berperkara di pengadilan agama itu kan begini mas, pemehon
mengajukan surat permohonan cerei ke PA Kajen ke bagian pendaftaran di
limpaniteman, dari itu naati Pemohon mendapat nomor register seperti contohnya
itu tadi nomor register dari perkara int 0085/Pdt.G/2013.PAKjn. dari nomor
register 1tu kemudian Ketua PA Kajen menentukan majelis hakim dan majelis
hakim menentukan hari sidang untuk perkara ini diperiksa di persidangan. Setelah
hari sidang ditentukan kemudian majelis hakim memerintahkan jurusita untuk
memanggil para pihak yaitu Pemohon dan Termohon supaya hadir pada hari dan
tanggal yang sudah ditentukan. (M. Munjid Sudinoto)

Dalam persidangan, bukti apa saja yang perlu dihadirkan oleh para pihak pak ?

Ya itu tadi, ini kan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan
sebagaimana dalam posita yang tertulis di permohonan Pemohon. Jadi dalam
persidangan ya.... masing pihak mengajukan bukti-bukti misalnya bukti tertulis
seperti KTP dan Buku Nikah. Jadi KTP itu sebagai bukti untuk memastikan
bahwa perkara ini merupakan kewenangan relatif dari PA Kajen dan Buku Nikah
sebagai P.2 atau yang sering disebut sebagai bukti kewenangan absolutnya PA
Kajen, semua itu diatur dalam UU No. 50 talun 2009 tentang peradilan agama.
(Hj. Awaliatun Nikmah)




Dalam putusan ini, bapak mengambil yurisprudensi mahkamah agung sebagai
pertimbangan hukum. Mengapa pak?

Jadi, dalam persidangan ternyata perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal
19 huruf £ PP Nomor 9 Tahun 1975 dan nyata sudah terbukti seperti dalam
petimbangan putusan, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah pecah, sehingga tidak bisa memenuhi maksud
pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu tidak perlu lagi dipersoalkan dan
tidak perlu lagi dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab
pecahnya rumah tangga tersebut sepertti dikehendaki Yurisprudensi MARI : Reg
Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang isinya menyatakan, bahwa
Mahkamah Agung berpendapat kalau judex fakti berpendapat alasan perceraian
menurut pasal 19 huruf £ PP nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini
semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa
yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

daljl tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (Nasiruddin).
\
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SALINAN

PUTUSAN
Nomor: 0085/Pdt.G/2013/PA.an

BISMILLAHIRRAHMANIR_RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

lah memeriksa dan mengadili perkara perdata

Hakim Majelis telah menjatuhkan

Pengadilan Agama Kajen te
agama pada tingkat pertama dalam persidangan
putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

KXXXKKX bin HHXKXK, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman RT.007
RW.004 Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten
Pekalongan, selanjutnya disebut  sebagal Pemohon

Konpensi/Tergugat Rekonpensi; -----==-=-=""""="""""""""
‘ Melawan
| KXXXKX binti WRKKXK, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan DIII,
pekerjaan PNS/Guru, tempat kediaman Desa Kalijambe,
Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Berdasarkan

Qurat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kajen ~ Nomor : 12/S.Kuasa/2013

| tanggal 6 Maret 2013 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya nama KXXXXK Advokat dan Konsultan
Hukum beralamat Dukuh Lampise Desa Semut Rt. 11 Rw
05, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan,

selanjutnya disebut sebagal Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Getelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan para saksi serta memeriksa alat-alat

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14] anuati 2013
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor:

OOSS/Pdt.G/ZOIS/PA.an tanggal 14 J anuari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:




vt

SALINAN

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pe
tanggal 08 Juli 7012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama 'E‘f_%_fifi
Sragi 1, Kabupaten Pekalongan, sesual dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
Kk.l1.26.13/PW-01!01/2013 tanggal 09 Januari 2013 =m-mmmmmmmmmmmemmmmmTT

2. Bahwa sctelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di
rumah orang tua Termohon di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi selama 1

bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dulkhul), namur belum dikaruniai

3. Bahwa selama 1 bulan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam
keadaan rukun 10 hari, namun sejak tanggal 18 Juli 2012 Pemohon dengan
Termohon mulai sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon kurang
perhatian kepada Pemohon, Termohon tidak mau melayani kebutuhan lahir
Pemohon/ Termohon tidak mau menyediakan/ membuatkan makan dan
minum Pemohon yang seharusnya dilakukan seorang istri kepada suaminya,
selain itu _zlmak-anak Pemohon dengan istri dulu serta famili-famili Pemohon
tidak setuju Pemohon melanjutkan berumah tangga dengan Termohon;---=-==""

4. Bahwa sejak  Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat
tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah Pemohon di Desa Sidosari, Kecamatan
Kesesi sampai sekarang selama 5 bulan tidak pernah berkumpul lagl;------=-"~

5. Bahwa selama berpisah 5 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada
komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak
dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia
sudah tidak dapat I e

6. Bahwa Pemohon qudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama
‘Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;----=-~

Berdasarkan alasan—alasan/da]il—dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagal

berikut:

PRIMER:

i. Mengabulkan permohonan PerOhQI -mmmmermsmmem e

2.  Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX)
untuk menj atuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) di

hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen; -- USRSy

3. Membebankan biaya perkara menurut JUKUY; <amrmmemammmemommem oo




SALINAN

SUBSIDER:
. Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis

mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnyas -=-=-======"="""""""""
Bahwd4, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah hadir menghadap dipersidangan; ---====-===""=" T
Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani prosedur mediasi dengan
memilih mediator bernama Drs. KHAERUDIN, Hakim Pengadilan Agama Kajen;
Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 31 Januari 2012
ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator gagal, kemudian sidang
dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan e PEmORO sorereronmreser e T T
Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
jawaban secara secara tertulis tanggal 28 Pebruari 2013, yang pada pokoknya
sebagai berikut:
Permohonan Ceral Talak saya terima dengan syarat:
1. Memang benar telah menikah 8 Juli 2012 tetapi kutipan data nikahnya tidak
benar, sebab buku nikah semua ada di tempat Termohon; ----==-====="""=""""""""
7. Tidak benar, yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup
bersama di rumah orang yua Termohon di desa Kalijambe, Kecamatan Sragi,
Kabupaten Pekalongan selam 2 (dua) bulan, yaitu dari bulan Juli sampai
Agustus 2012, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), belum dikaruniai
anak, karena disuruh KB (Keluarga Berncana) suntik oleh Pemohon dan
menjadikan/menyebabkan Termohon sakit Miyum (Foto ronsen dan
keterangan terlampir)Utang-utang saya yang dan harus dioperasi. Termohon
minta tangung jawabnya/ biaya operasinya kepada Pemohon; ----===-="""""""""
3. Tidak benar, yang benar selama 2 (dua) blan, rumah tangga Pemnohon dan
Termohon dalam keadaan rukun dan tidak permnah terjadi perselisihan.
Termohon selalu memperhatikan kepada Pemohon. Termohon selalu
menyediakanfmembuatkan malan dan minum Pemohon. Sebagai seorang istri
kepada  suami. Bahklan selama bulan puasa Termohon  selalu
111enyediakan/membuatkan makan dan minum waktu berbuka puasa dan sahur
kepada Pemohon. Bahkan setiap malam Termohon selalu memijat-mijat
selurgh tubuh Pemohon. Mata Pemohon yang pandangannya kurang jelas
terus Termohon pijat-pijat kepalanya sampai pandangannya terang, tangan
Pemohon yang pegang sendok agak goyah, terus Termohon pijat-pijat sampal

tangan Pemohon pegang sendok sudah dapat sempurna. Termohon setiap
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M

malam tugasnya memijat-mijat/mengelus-elus Pemohon. Setiap hari
Termohon selalu merebus air pada pagi hari untvk mandi Pemohon. Setiap
sore Termohon juga merebus air untuk mandi Pemohon. Termohon selalu
mengingatkan kepada Pemohon sebelum tidur dan bangun tidur set-up
terlebih dulu, supaya badan sehat. Sejak awal Termohon tidak dikenalkan
dengan anak-anak Pemohon dari istri dulu serta famili-famili Pemohon.
Pemohon bilang pokoknya anak-anak dan famili-familinya sudah dipamiti.
Bahkan Pemohon bilang famili (saudara ipar) itu sudah orang lain. Pada
waktu di RSI Pekajangan, anak Pemohon yang bernama KXXKXX bilang
pPa’e (Bapak) menikah ga apa-apa, tapi KNKXXX (adik dari KKAKXX)
diurusi duiu, kalau saya (XXKXXXX) sudah sudah 3 tahun tidak diurusi Pa’e
(Bl e T T
4, Tidak benar, yang benar Pemohon dengan Termohon tidak pisah. Termohon
aktif ke rumabnya Pemohon yaitu desa Sidosari, Kecamatan Kesesi,
Kabupaten Pekalongan sampai 72 Desember 2012. Termohon kadang
malamnya tidur di rutmah PemmohQnwonemrerme=s=m==me=m= T T
5 Tidak benar, yang bepar komunikasi masih ada. Termohon selalu selalu aktif
SMS kepada Pemohon, demikian pula sebaliknyas ------==-=====""""""" T
6. Tetapi saya sebagai termohon ingin tetap mempertahankan rumah
tangga/tidak man ST iionsnsnnan TS EEmemmres EA mmn ESETE
Bahwa Termohon selain memberi jawaban tertulis  juga menambahi
secara lisan yang disampaikan pada tanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya;
Apabila terjadi perceraian Termohon menuntut pada Pemohon berupa:
- Nafkah Madliyah selama 5 bulan, setiap bulan Rp. 3.000.000,- sehingga
berjumlah Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah); -=-----===mm T
. Nafkah iddah selama 3 pulan, sebulan Rp. 3.000.000,- sehingga berjumlah
Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta puptalt) —--m--smmemrmmne= T
- Mut’ah se@esar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);---=---=-===mrT T
- Biaya ku‘lhh sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam juta juta rupiah);--==-=-===""""""""
. Biaya kontrol pengobatan kesehatan 6 x Rp. 100.000,-, biaya pengobatan
alternatif 4 x Rp. 100.000,- dan satu kali biaya pengobatan alternatif
Rp. 375.000,- sehingga semuanya berjumlah Rp. 1.370.000,-(Satu juta tiga
ratus tjuh puluh ribu upiah) —oeeeereemmemee e T
Bahwa, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara Jisan tanggal
28 Pebruari 2013, yang pada pokoknya jawaban Termohon ada yang benar

ada yang tidak benar, adapun mengenal tuntutan Termohon tersebut,
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Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan Term
pada saat menikah anak-anak Pemohon tidak ada yang dat
Bahwa saksi “tahu setelah satu bulan tinggal di rumah orang tua
Termohon, Pemohon pulang ke rumahnya sendiri di Sidosari,

sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah

tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan;

Bahwa sepengetahun saksi selama berpisah tersebut antara Pemohon

dengan Termohon tidak saling berkunjung;

Bahwa selama menikah Termohon tidak berusaha mendekati anak-

anak Pemohon;- e R L L
Bahwa saksi tahu, Pemohon hanya sebagai Pensiunan PNS
Kecamatan, dan tidak punya pengasilan lain; -------==---==s=semmmmmrer-om--
Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-

buru bercerai, namun tidak berhasil;---==-----mmmmcmnmmmmnmmm oo oeee

2. XXXXXX Binti XXXXXX, dihadapan persidangan memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai

tetangga dekat Pemohon; — - -
Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang

menikah pada tahun 2012 yang lalu dan sampai sekarang belum

pernah bercerai; e
Bal‘qwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di
rumah orang tua Termohon di Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi I
selama 1 Bulan itupun hanya malam hari saja, pagi harinya Pemohon
pulang ke rumah Pemohon sendiri di Desa Sidosari; --------=-s=s-s=sn-mo-

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon

dan belum dikarunial anaky------=s-=mmmrmmmmmem e e e e
Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon
terlihat rukun, namun kemudian ada maslah masalah, karena anak-
anak Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon;------
Bahwa saksi tahu  Pemohon pulang ke rumah orangnya sendiri di
idosari, sehingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah
pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan; -----====r----------
Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon sakit, Termohon tidak pernah

terlihat menunggui Pemohon yang menunungui hanya akan-anak

Pemohon,; - O ———
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, k

tetangga Pemohon; A L i L T i
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang

menikah pada tahun 2012 yang lalu dan sampai sekarang belum

pernah bercerai; -------------
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup
bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, namun

demikian Pemohon sering pulang ke rumah sendiri di Desa Sidosari

dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon
rukun, namun kemudian tidak harmonis, karena selama pernikahan
Pemohon dengan Termohon, Pemohon sering pulang ke rumah sendiri
di Desa Sidosari, bahkan Pemohon sering tinggal di rumahnya sendiri;

- Bahwa saksi tahu 4 kali Pemohon pernah opname selama 5 hari, saksi
yang membiayai, Termohon hanya pernah menjenguk saja, sekarang

antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai

sekarang hampir 1 tahun;-------=-===-=cs=u---- -
- Bahwa, sepengetahun saksi selama berpisah tersebut antara Pemohon
dengan Termohon tidak saling berkunjung; -=--==-=========s=x-mmmmmmmoee-

- Bahwa saksi tahu, Pemohon hanya sebagai Pensiunan PNS dan tidak

punya pengasilan lain; -------- e
- Bahwa saksi tidak sanggup menasihati Pemohon untuk; -----=------------

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan

bukti-bukti dipersidangan:
A. Surat-Surat;

1.

Foto copy KTP atas nama Termohon, setelah dicocokan dengan aslinya,
kemudian diberi tanda (T.1); ~------=---mmmemmnm- -——
Foto c;apy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sragi I, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 357/17/VII/2012 tanggal 9 Juli

2012 bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan
aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (T.2); -----------------
Fot copy Kartu Keluarga Nomor : 3326103005120001tanggal 28
Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL
Kabupaten Pekalongan, setelah dicocokan dengan aslinya kemudian

diberi tanda (P.3); -=-- -

B. SAKSI-SAKSI:
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1. XXXXXX Bin XXXXXX, selanjutnya dibawah sumpalmyé

pad

a pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik

ipar Termohon; ------=-=-----
Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon suami istri
menikah tahun 2012, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

di rumah  Termohon selama 2 bulan lebih, dan belum dikaruniai

anak;-- GG EEs

Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun
sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal,
Pemohon ting;gal dirumah sendiri di Desa Sidosari dan Termohon
tingal sendiri di Desa Kalijambe, sekarang Pemohon dan Termohon
sudah berpisah rumah, kurang lebih selama 7 atau 8 bulan; -------------
Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan

Termohon tidak pernah saling saling berkunjung dan tidak pernah

kumpul bersama lagi; ---- -

Bahwa waktu Pemohon opname di RSI Pekajangan, saksi dan

Termohon pernah bezuk Pemohon hanya sekali; ---=-=-m-=n=mmmznunn

Bahwa saksi tahu, Pemohon pensiunan PNS Kecamatan, dan tidak

mempunyai penghasilan [ain; ---------smmmmmmmm oo

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak

akan tetapi tidak berhasil; -

2. XXXXXX Binti XXXXXX, selanjutnya dibawah sumpahnya

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik

kandung Termohomn; ------=-====-=smmemmrmmrmm oo

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon suami istri
menikah tahun 2012, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, dan belum dikaruniai

anak; i i e e A S S e R S

2

Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun, namunsekarang antara Pemohon dan Termohon tidak bersatu

lagi, Pemohon tinggal dirumah sendiri di Desa Sidosari kadang datang

dirpmah Termohon di Desa Kalijambe; ----- -nen

Bahwa saksi tahu, sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah

rumah, kurang lebih selama 8 bulan; ------=-m=m=mmmmm=momomesmnnee-
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. / ;
- Bahwa waktu Pemohon opname di RSI Pekajangan, sz@{ﬁ%ﬂﬁ@m ,;-’

bersama-sama Termohon pernah menengok Pemohon, waktﬁls’agﬁi;dah

suami pulang Termohon juga ikut pulang karena tidak boleh

menunggui Pemohon; --=--=---mrmmm e e
- Bahwa saksi tahu sebelum Pemohon menikah dengan Termohon
sudah mempunyai mobil dan sepeda motor;--------m-m-memommmmeemeeeee

- Bahwa saksi tahu Termohon sebelum pisah dengan Pemohon pernah

saksi Miom;
- Bahwa saksi tahu, Termohon sebelum menikah dengan Pemohon
sudah kuliah di UPS Tegal; —m-mmmmmmee -

- Bahwa saksi tahu, Pemohon pensiunan PNS Kecamatan, dan tidak

mempunyai penghasilan 1ain; -——------mmmm e
- Bahwa saksi tahu selama berpisah selama 8 bulan antara Pemohon

dengan Termohon tidak pernah saling salaing berkunjung dan tidak

pernah kumpul bersama lagi; -- e RRSTRS————
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
akan tetapi tidak berhasil; .

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang
pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera
diputus, sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada
pokoknya sesuai dengan jawabannya dan tuntutannya supaya dipenuhi;-------------

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
scbagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari PUBUSET I0]f-mms—e—ssssmmena s sttt

TENTANG HUKUMNYA
DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas; ==-=-=-=--=memmmmmem—m e

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P. 1 dalam
perkara ini, rrlaka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah
wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009); --=---==---
Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon

vang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa
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4 . Ny "N:!\-:\."'- -
bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang™Absettit

PeradilanAgama (Vide pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989

) b
LR

Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 dan telah diubah kembalj dengan Undang-undang Nomor 50 tahun
2009); -

Menirﬁbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon
yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa
Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum

bercerai, maka dengan demikian Pemohon adalah sebagai pihak yang berhak dan

berkepentingan dalam perkara ini; -
Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam
berperkara belum mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari
Pejabat sesuai maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun
1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo.
SE. BAKN Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990, sampai dengan
tanggal 30 Mei 2013 Tergugat belum mendapat Surat Keterangan Untuk

Melakukan Perceraian dari Atdsannya; -

Menimbang, bahwa terhadap perkar a-quo telah dilakukan prosedur
mediasi oleh mediator Drs. KHAERUDIN Hakim Pengadilan Agama Kajen dan
mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 31 Mei 2012 yang pada
intinya mediator gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian,
dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud
pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008; «----eeecmmmmmmeeememmeeeeeeee

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan talak ini dengan
alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan,
disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon baik lahir mapun batin,
selalin itu, pada saat Pemohon mau menikah dengan Termohon anak-anak
Pemohon tidak ada yang éetuju, akibatnya selama pernikahan rumah tangganya
tidak pernah merasakan keharmonisan, indikasinya setelah menikah 1 bulan
Pemohon seirng pulang ke rumahnya sendiri, sehingga sekarang antara Pemohon
dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 e e —

Menimbang, bahwa di muka sidang Termohon telah memberikan jawaban
yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang benar
dalam rumah Atamgganya tidak ada pertengkaran, Termohon senantiasa melayani

Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suaminya, adapun

11
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Pemohon sering pulang ke rumahnya sendiri memang benar, sehingd§ % _
_antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan, ﬁ&@v}ﬂw’/r
diatas, maka berdasarkan Pasal 174 HIR dalil-dalil permohonan Pemohon tentang
perceraian tersebut dinyatakan terbukti walaupun alasannya berbeda; -=--===-=-----
Menimbang, bahwa ke empat saksi Pemohon (XXXXXX Bin
XXNXXK, XXXXXX Binti XXXXXX, XXXXXX Bin XXXXXX dan
XXXXXX Bin XXXXXX) dan saksi Termohon (XXXXXX Bin XXXXXX dan
XXXXXX Binti XXXXXX) telah memberi keterangan dimuka sidang dibawah
sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil

permohonan Pemohon para saksi juga telah menasihati Pemohon agar rukun

kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah
memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan
dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon; ----------------
Menimbang. bahwa alasan cerai talak Pemohon adalah sesuai dengan
pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan nyata sudah terbukti seperti
dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sehingga tidak bisa memenuhi
maksud pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu tidak perlu lagi
dipersoalkan dan tidak perlu lagi dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang
menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut sepertti dikehendaki
Yurisprudensi MARI : Reg Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang
isinya menya}akan, bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex fakti
i)erpelldapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada
perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal

terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; ---------=----=-====sememmmmmmncmene

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan
kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, Pengadilan Agama juga
telah méndengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga dan
orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dimana saksi tersebut juga telah
berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pengadilan Agama
berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi
didamaikan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga mengingat pasal 16

PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

12




SALINAN
Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 21
diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; - ~

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil ngf’a;’di
yang terdapat dalam kitab Mada Hurriyatuz Zaujain, yang berbunyi :

e desaly G g N8 L] bt g 5 B 0 Lai s DluY] ) LR 28
oY i e w8y sem dan g il Al ] i Cum g elio Vg e (g8
s oLl s gl madls G g il anS e aSas ol sliea ) pain Y

sbiadl o yhiad s JJLAJ/RL.E@)L»MJLBJ Ulaed]

Artniya: “Islam memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah
tangga telah mengalami guncangan sehingga tidak berguna lagi
masehat atau perdamaian dan ikatan perkawinan telah hampa, oleh
karena itu tetap mempertahankan ikatan perkawinan berarti sama saja
menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan

dan yang demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang

bertentangan dengan keadilan™, -emee

Menimbang, bahwa alasan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah
terbukti, kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi
didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan demikian
petitum Pemohon yang termuat dalam permohonannya tanggal 14 Januari 2013
nomor 2 dapat diterima dan dikabiulkan; —srmrmmmemmmmmemesnocses s
DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut diatas; —-—--mmmmmesemm e st
Meninibang, bahwa dalam bab rekonpensi ini Termohon disebut

Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat

Rekonpensi; - 2 ——
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam

Konpensi sepanjang masih berkaitan adalah merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan Rekonpensi; e

Menimbang, bahwa Termohon sebagai PNS tidak pernah mengajukan
surat permohonan penundaan sidang dari atasan pejabat yang berwenang
sebagaimana Surat Edaran BAKN no E-5-7/V-142 tanggal 10 September 1991
yang antara lain poin 2 menyatakan “bahwa bagi PNS yang berkedudukan sebagai

Termohon (yang akan dicerai) maka yang bersangkutan harus mengajukan
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permohonan penundaan sidang kepada Pengadilan agar tidak I%JM/
M. A
perceraian terlebih dahulu” Majelis telah memberi kesempatan kepada?“{@_‘m@gpﬁ"

tanpa permohonan dari yang bersangkutan, ternyata sampai akhir persidangan
Termohon tidak pernah menyampaikan surat keterangan tersebut, maka Majelis

berpendapat banwa perkara tersebut harus diputus sekalipun tanpa surat

keterangan dari pejabat yang berwenang; ----=---- mm-
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan agar
Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
- Nafkah Madliyah selama 5 bulan, setiap bulan Rp. 3.000.000.- sehingga
berjumlah Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta 0TI )
- Nafkah iddah selama 3 bulan, sebulan Rp. 3.000.000.- sehingga berjumlah
Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah); --=es=s-=-m--emmemmmmeeeeccccccccmoae
- Mut’ah sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah):--------e-eceeemuee-
- Biaya kuliah sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah); -------------zccemcmcmeux
- Biaya kor;trol pengobatan kesehatan 6 x Rp. 100.000,-, biaya pengobatan

alternatif 4 x Rp. 100.000,- dan satu kali biaya pengobatan alternatif
Rp. 375.000,- sechingga semuanya betrjumlah Rp. 1.370.000,-(Saru juta tig

ratus tujuh puluh ribu rupiah); ~----=meeeeeeenee
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut,
Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dalam tanggapannya menyatakan tidak
sanggup. Karena Pemohon hanya sebagai Pensiunan Pegawai Kecamatan
yang setiap bulannya menerima gaji Pensiun sebesar Rp. 1.027.000,-
(Bukti P3) dan tidak mempunyai penghasilan lain, Pemohon/Tergugat
Rekonpensi hanya akan membayar nafkah iddah 3 bulan a. Rp. 500.000,-
x 3 =Rp. 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah); ==--o-ommieemeaaa
Menimbang, bahwa atas replik Tergugat Rekonpensi terseﬁut, Penggugat

Rekonpensi menyatakan tetap dengan tuntutannya ----
Menimbang, bahwa besaran mut’ah yang digugat oleh Penggugat kepada
Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut, menurut
Majelis terlalu besar dan tidak layak serta tidak mencerminkan asas pemberian
mut’ah, sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 34 ayat (1) Undang-undang
Nomor No. 1 tahun 1974, yaitu : asas kemampuan suami, in-casu Tergugat
Relconpensi, l:arena berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan keterangan para saksi
penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai pensiunan PNS Kecamatan setiap
bulan sebesar Rp. 1.027.200,- (Satu juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

W

14




SALINAN

pengobatan altemaﬁf 4 x Rp. 100.000,- dan satu kali biaya pengoba}} a;LtemﬁU?
Rp. 375.000,- , sehingga semuanya berjumlah Rp. 1.370.000, (Satu;\t%a,-rafuy
tujuh puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai
berikut : Bahwa berdasarkan seluruh berita acara sidang perkara ini fernyata
Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya tidak ada satu
buktipun yang diajukan Penggugat Rekonpensi tentang berapa jumlah biaya
kuliah dan biaya kontrol berobat Penggugat Rekonpensi tersebut; --=---====----------

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Pengadilan Agama berpendapat
bahwa atas tuntutan Pengpugat Rekonpensi tersebut, oleh karena Penggugat
Rekonpensi tidak bisa membuktikannya, maka gugatan Penggugat Rekonpensi
tentang biaya kuliah dan biaya pengobatan ini harus dinyatakan ditolak; ------------
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; =---=-=====n===-=-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;
MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; o

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX) untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) di
hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen; -=----===--=-mmmmmmemmmmmo oo

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian; ---—------------=useoceee-

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madlyah kepada
Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.00,-(Dua juta lima ratus ribu

rupiah); -=--------- - o i S S i
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada
Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu

rupiah); ---=-=-=--- SR NSRS ——
4, Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut’ah kepada

Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah); -------—-------

5 Menolak untuk selain dan selebihnya; -
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DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI s 2
- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonp %15-1 L{ﬁtukf

membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembll'm p_}ﬂ,u’ﬁ

satu ribu rupiah);- R e e
Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami
Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagahhhdi Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN
dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di bantu oleh
M. MUNIJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula

oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi; ------

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS
ttd ttd
Drs. H. ABDUL MANAN Drs. NASIRUDIN, M.H.
HAKIM ANGGOTA
ttd

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.
PANITERA PENGGANTI
ttd

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. BAPP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4, Materai : Rp.  6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000.-

Jumlah : Rp. 391.000.-
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Yalinan yang sama bunyinya
Oleh
ADILAN /
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